
 
WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR  25 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT 

DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka peningkatan kualitas program 
fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di 
kelurahan, perlu melibatkan lembaga kemasyarakatan 
rukun tetangga dalam melakukan pemantauan 
pelaksanaannya;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di 
Kelurahan;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);  

4.  Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);  

  
  

WALI KOTA BONTANG 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI 
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN.  

 

  

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan (Berita Daerah Kota 
Bontang Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:  

    

  1.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 3 

   (1)  Program Stimulan terdiri atas:  

      a.  pengembangan urban farming;  

      b.  pengembangan usaha mikro; dan  

      c.  pemberian makanan tambahan bagi balita.  

   (2)  Pengembangan urban farming sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan praktik budi daya, pemrosesan 
dan distribusi bahan pangan di Daerah dan/atau luar 
Daerah.  

   (3)  Pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b merupakan pengembangan produktivitas 
ekonomi masyarakat dan upaya Pemerintah Daerah, dunia 
usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro 
melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya 
saing.  

   (4)  Pemberian makanan tambahan bagi balita sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk 
meningkatkan status gizi anak dan untuk mencukupi zat gizi 
anak dalam rangka percepatan penurunan prevalensi 

stunting.  
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 
 

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 
NIP. 197404112000031001 

  2.  Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 
Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

   

Pasal 33A 

   (1)  Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam 
melakukan pemantauan Kegiatan Program Stimulan dibantu 
oleh Ketua RT.   

   (2)  Dalam melakukan pemantauan Kegiatan Program Stimulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua RT diberikan 
fasilitas kendaraan operasional.  

   (3)  Fasilitas kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berupa kendaraan sepeda motor.  

   (4)  Kendaraan operasional Ketua RT merupakan barang milik 
Daerah.  

   (5)  Tata cara pengadaan kendaraan operasional Ketua RT 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang pengadaan barang/jasa.  

   (6)  Tata cara penatausahaan kendaraan operasional Ketua RT 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang barang milik Daerah.  

   (7)  Camat dan Lurah wajib melakukan pengawasan dan 
pengendalian terhadap kendaraan operasional yang 
dioperasikan oleh Ketua RT.  

  

Pasal II 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

     

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bontang. 

 

 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  23 Oktober 2023 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
                 ttd.   

  
  

           BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 23 Oktober 2023 
  

  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

                         ttd.        

   
  

       AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 25  
 

 


